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BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2., TAHUN 2019

Menimbang

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa koperasi merupakan badan usaha yang

mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam
meningkatkan perekonomian daerah, menopang

ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya

saing, produktivitas usaha bagi koperasi agar menjadi
tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah,

dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional

dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan

berhasil guna;

c. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi, skala

Kabupaterr/Kota merupakan urusan wajib dan
kewenangan Pernerintah Kabupaten/Kota, sehingga

untuk memberikan pedoman, arahan dan kepastian

hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan

pemberdayaan koperasi, diperlukan pengaturan mengenai

perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tentang Perlindungandan PemberdayaanKoperasi;



Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uudang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

tentang

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 17jPerjM.KUKMjIXj2015 ten tang

Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1496);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);



I Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PEMBERDAYAANKOPERASl.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

ctonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya

dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang rnemimpm pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sehnjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah di bidang fasilitasi pengembangan koperasi.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan

Koperasi.


